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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana tercantum 

dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 19451. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 

Dasar 1945 Amandemen ketiga, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum. Dengan ungkapan bahwa tidak ada suatu bangsa di dunia ini yang tidak 

mempunyai hukum sendiri, maka setiap orang dianggap mengetahui hukum. Pasal 27 

ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

Hal ini berarti bahwa kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan

orang-perorangan diatur oleh hukum, yang berarti setiap orang, setiap pejabat, bahkan

pemerintahan dan aparatur pemerintahan sendiri harus tunduk dan taat kepada hukum

serta melaksanakan hak, kewajiban, wewenangnya sesuai dengan apa yang telah

diatur oleh hukum.

Menurut Krabbe, kekuasaan negara harus berdasar dan berpijak pada hukum. 
Negara yang ideal di zaman modem ini menurutnya adalah negara hukum 
(Rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (Machtslaat). Hukum harus dipandang 
sebagai sumber dari segala kekuasaan dalam negara dan hukum itu pula yang 
harus dijunjung tinggi oleh segenap warga negara dan pemerintah. Siapa saja 
tidak diperkenankan bertindak diluar jalur hukum bahkan pemerintah-pun dapat 
dituntut di depan hakim jika melanggar hukum, keadilan dan kebenaran.2

1 Menurut penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di Amandemen
2 Ramdlon Naning, Aneka Asas Ilmu Negara, Bina Ilmu, Jakarta, 1982, Hal 12

1
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Jika dilihat dari segi kekuasaan, dari dahulu hingga saat ini Indonesia menganut 

sistem pembagian kekuasaan (Division of Powers). Pembagian kekuasaan (Division 

of Powers) ini tidaklah berarti merupakan pemisahan kekuasaan (Separation of 

Powers).

Montesquieu menilai, kekuasaan pemerintahan itu akhirnya harus dibagi dalam 
tiga lembaga yang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, yang satu dapat 
merupakan pengawas bagi yang lain, yaitu :

Kekuasaan Legislatif (Le Pouvoir Legislatif), yaitu kekuasaan membentuk 
Undang-Undang yang harus diserahkan kepada parlemen yang terdiri atas 
majelis rendah atau majelis tinggi;
Kekuasaan Eksekutif (Le Pouvoir Executif), yaitu kekuasaan menjalankan 
Undang-Undang atau pemerintahan yang harus diserahkan kapada raja 
yang diberi hak veto;
Kekuasaan Yudikatif (Le Pouvoir Judikatif), yaitu kekuasaan mengadili 
yang harus diserahkan kepada hakim-hakim yang disumpah.3

1.

2.

3.

Salah satu pemegang kekuasaan yudikatif di negara kita, yaitu hakim. Hakim

merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam penegakan hukum selain polisi

sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut. Akan tetapi tugas dan peranan hakim

tersebut adanya suatu tugas dan peranan yang lain, yaitu sebagai pembentuk hukum.

Hakim dikatakan sebagai penegak hukum karena hakim bertugas menyelesaikan

suatu perkara dengan memberikan suatu keadilan, yaitu dengan menegakkan hukum

dan serta membentuk hukum. Dalam mengadili, hakim berusaha menegakkan

kembali hukum yang telah dilanggar dan dalam penegakan hukum itu hakim

melaksanakan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan.

Kata yang terpenting dalam pernyataan tersebut di atas adalah “mengadili”, 
yang maksudnya adalah “memberikan suatu keadilan”. Untuk memberikan

3 Ibid, Hal 62
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keadilan itu, hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Pertama-tama 
menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. 
Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu 

meghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya 
memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap 
peristiwa itu.4

Pada dasarnya hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang 

diciptakan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, yang dimaksudkan untuk 

mengatur tata tertib dengan melindungi baik perorangan maupun masyarakat 

biasanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, karena dalam 

membuat suatu peraturan perundang-undangan, pembuatnya terkadang sulit 

menjangkau waktu dan keadaan tertentu, tidak dapat mencakup segala peristiwa yang 

sedang dan atau akan terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang terdapat 

peraturan perundang-undangan yang tidak tahan lama, tidak berdaya guna, 

ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan ini, 

pembentukan hukum tidak hanya digantungkan kepada para pembuat peraturan 

perundangan saja, akan tetapi dibutuhkan pula tugas dan peranan para hakim dalam 

pembentukan hukum tersebut.

Menegakkan hukum bukanlah sekedar melaksanakan huruf, kalimat atau pasal 
mati dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku. 
Hukum positif memiliki kekurangan-kekurangan atau kekosongan-kekosongan, 
karena sifat hukum positif memang tidak dapat mengikuti kecepatan dinamika 
perkembangan masyarakat, bahkan timbul dalam masyarakat. Kekosongan 
hukum tersebut dapat diisi oleh hakim, sehingga hakim-pun dalam hal ini 
menjadi sumber hukum dan pembuat hukum.5 ,>>>" *

suatu

serta

-MM 'fgf
■m t ir

4 K. Wantjik Saleh, Kehakiman dan Peradilan, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976, Hal 9
5 Ismail Saleh, Pembinaan, Intermesa, Jakarta, 1989, Hal 176
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Proses pengambilan keputusan dalam perkara pidana bukanlah hal yang mudah 

akan tetapi memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Karena yang 

dituntut adalah rasa keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat, maka seorang 

hakim harus dapat mengukur apakah putusannya sudah memenuhi rasa keadilan 

seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang 

sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai contoh, jika di dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak 

tertulis ataupun hukum adat, maka hakim haruslah terjun ke tengah-tengah 

masyarakat tersebut untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami kesadaran

hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sebagai penggali dan

perumus dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat tersebut agar 

hakim dapat mengambil putusan berdasarkan perkembangan yang ada pada 

masyarakat.

Fatalnya apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh hakim maka akibatnya adalah rasa ketidak percayaan masyarakat pada 

lembaga hukum Indonesia dan masyarakat akan dapat memberontak, melakukan 

perlawanan dengan cara “main hakim sendiri” atau “eigenrichting”. Akan tetapi 

tidak dapat dipungkiri adakalanya seorang hakim merasa bahwa keadilan telah 

ditegakkan, tetapi tak jarang pula masyarakat justru merasakan sebaliknya. Untuk itu 

berdasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dituntut untuk harus memiliki integritas dan
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kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang

hukum.

Hakim termasuk hakim peradilan pidana dalam memeriksa dan mengadili 

perkara, akan memberikan putusan. Putusan diharapkan oleh para pencari keadilan 

akan dapat memberikan keadilan hukum di samping keputusan hukum.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa titik puncak dari suatu putusan hakim yang baik,
mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat
kriteria dasar pertanyaan (The Four Ways Test), berupa :
1. Benarkah putusanku ini ?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan ?
3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan ?
4. Bermanfaatkah putusanku ini ?6

Pada kenyataannya walaupun telah bertitik tolak dari seorang hakim yang baik 

berdasar dengan isi dari Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta empat kerangka landasan berfikir

serta bertindak yang tertuang di atas, akan tetapi sebagai seorang manusia biasa juga

tidak luput dari kesalahan, kelalaian, kekeliruan, kekhilafan, serta sifat-sifat maupun

sikap-sikap manusiawi lainnya.

Hakim harus memiliki pegangan yang kuat dalam menegakkan hukum dan 

keadilan dan haruslah berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 

Karena itulah setiap putusan hakim selalu diawali dengan “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini menunjukkan betapa pentingnya 

dan menentukan kedudukan sila pertama bagi hakim dalam mengemban tugas

6 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, 
Hal 136
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menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini dapat dirasakan betapa berat 

tetapi mulia dan luhur tugas dari pada hakim.

Secara yuridis, tugas dan kewenangan hakim telah dirumuskan dalam Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Serta secara yuridis pula tentunya dapat ditelusuri melalui peraturan perundang- 

undangan tentang fungsi hakim dalam penegakan hukum dalam perkara pidana.

Perumusan MasalahB.

Dari latar belakang tersebut dan dengan adanya dinamika-dinamika yang terjadi

pada hukum Indonesia maka memberikan perumusan permasalahan pada penulisan

skripsi ini, yaitu :

Bagaimana fungsi hakim dalam proses penegakan hukum pidana ?1.

Bagaimana tata cara dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim ?2.

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan guna mencari pemecahan dari pada 

permasalahan yang timbul dalam sistem peradilan pidana pada khususnya, yaitu 

antara lain:

Untuk mengetahui secara mendalam tentang fungsi hakim dalam 

penegakan sistem peradilan pidana.

2. Untuk menjelaskan tata cara dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim.

1. proses
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D. Manfaat Penulisan

Manfaat dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis

dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan 

pengetahuan hukum pidana mengetahui fungsi hakim dalam penegakan hukum

pidana serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat

menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sendiri khususnya dan

sebagai bahan bacaan atau bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat,

aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang terkait dengan

sistem peradilan pidana ini.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan.

Tipe yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe Penelitian 

Deskriptif dan Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu merupakan tipe penulisan 

yang membahas permasalahan yang ada dengan melalui studi pustaka dan
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dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fungsi hakim dalam penegakan

hukum pidana.

2. Jenis dan Sumber Data

Data atau bahan kualitatif yang bersumber dari data sekunder melalui 

studi kepustakaan dengan mempergunakan bahan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan atau didapatkan dengan cara studi kepustakaan 

dengan mempelajari bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan data dengan bahan hukum primer ini melihat dan

membahas permasalahan yang ada berdasarkan dengan ketentuan hukum

yang bersifat mengikat yang dimuat dalam Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan data dengan bahan hukum sekunder adalah dengan 

menjelaskan dan memaparkan mengenai permasalahan yang ada dancara
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dengan dibantu berdasarkan yurisprudensi, doktrin, serta asas-asas hukum 

yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Teknik pengumpulan data dengan bahan hukum tersier berhubungan

dengan permasalahan skripsi ini, yaitu buku-buku atau literatur-literatur,

joumal, majalah, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, media

elektronik serta media cetak.

F. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisis data Deskriptif 

Kualitatif, maksudnya adalah suatu bentuk pengelolaan data yang pada awalnya 

panjang lebar lalu kemudian diolah menjadi suatu data yang disusun secara ringkas 

dan sistematis, dan untuk selanjutnya diambil kesimpulan sehingga dapat menjawab 

permasalahan yang ada pada skripsi ini.
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